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Abstract 
 

The objectives of this research are: 1) to know the topology validation function, 2) to know the use of 

topology rules such as polygon, polyline and point rules according to Permendagri No. 45/2016, 3) to 

make it easier for the government/other researchers to validate the topology of administrative boundaries. 

This type of research is quantitative with geospatial analysis, research can be done topology checking 

using ArcGIS software where there are topology validation tools to identify errors contained in the data. 

The results of the research found that polyline topology validation only found errors in 2 object features, 

namely Must Not Overlap with 6 errors and Must Not Have Dangels with 1 error. Validation of 

polygon topology has no errors, it is just detected outside the area so an exception is made. Validation 

of point topology that has errors is only found in 2 feature objects, namely Point Must Be Covered By 

Line with 2 errors, and Must Be Disjoint with 41 errors. 
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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengetahui fungsi validasi topologi, 2) mengetahui 
penggunaan rules topologi seperti rules polygon, polyline dan point  sesuai Permendagri No 45 Tahun 
2016, 3) mempermudah bagi pemerintah/peneliti lain dalam melakukan validasi topologi batas 
wilayah administrasi. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan analisis geospasial, penelitian dapat 
dilakukan pengecekan topologi dengan menggunakan software ArcGIS yang dimana terdapat tools 
validasi topology untuk mengidentifikasi kesalahan yang terdapat pada data. Hasil penelitian 
ditemukan validasi topologi polyline hanya ditemukan error pada 2 object features yaitu Must Not 
Overlap dengan 6 kesalahan dan Must Not Have Dangels dengan 1 kesalahan. Validasi topologi 
polygon tidak terdapat kesalahan hanya saja terdeteksi di luar area maka dilakukan pengecualian. 
Validasi topologi point yang error hanya terdapat pada 2 objek fitur yaitu Point Must Be Covered By 
Line dengan 2 kesalahan, dan  Must Be Disjoint dengan 41 kesalahan. 

Kata Kunci : Validasi Topologi, Batas Desa, Analisis Spasial, Wilayah Administrasi 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia yang memiliki luas daratan mencapai 1.916.862,20 km² terdiri dari 16.507 

pulau (BPS, 2023), terbagi menjadi beberapa wilayah administrasi, yaitu 34 provinsi, 514 

kabupaten/kota serta 83.931 wilayah setingkat desa. Desa merupakan satuan wilayah 

administrasi terkecil di Indonesia yang telah memiliki otoritas sendiri dan harus memiliki 

batas wilayah yang jelas (Kemendagri, 2016).  

Perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah pusat juga menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan rencana pembangunan 

nasional. Pembangunan telah dirancang baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan 

jangka panjang. Salah satu wujudnya dengan melakukan penegasan batas wilayah, khususnya 

penegasan batas wilayah desa.  

Delineasi batas Kabupaten Pesisir Selatan dengan kabupaten lainnya yang telah 

ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sejatinya adalah juga batas desa di Kabupaten 

Pesisir Selatan dengan desa lain di kabupaten lainnya. Idealnya, batas desa yang ditetapkan 

oleh Bupati Pesisir Selatan tidak berbeda dengan delineasi batas antar daerah. Kenyataan yang 

ada, walaupun menggunakan peta dasar yang sama yaitu peta RBI 1:50.000, tetapi penetapan 

batasnya dilakukan oleh instansi atau kelompok yang berbeda, hal ini berpotensi 

menimbulkan perbedaan posisi segmen batas desa tersebut.  

Dalam hal ini, analisis geospasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan 

sebagai alat untuk menganalisis error yang terdapat pada topologi batas wilayah administrasi. 

SIG memungkinkan integrasi data geografis dan non-geografis untuk memahami hubungan 

spasial antara variabel-variabel tertentu. 
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Hubungan antar objek spasial berupa titik, garis, maupun area dari suatu unsur geografis 

dinamakan topologi. Dalam GIS topologi didefinisikan oleh user sesuai dengan karakteristik 

data, missalnya polyline, polygon maupun point. Topologi pada dasarnya memuat aturan-aturan 

yang harus dipenuhi agar kualitas data spasial yang dihasilkan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. Validasi topologi perlu dilakukan agar data spasial tersebut memenuhi kaidah 

pemetaan secara geometris sehingga tidak ditemui masalah ketika digunakan. 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian bertujuan untuk 

mempercepat dalam proses pengolahan delinasi batas administrasi desa dalam menggunakan 

metode analisis geospasial yaitu validasi topologi. Dengan metode teknis ini dapat menjadi 

acuan dalam pengolahan data batas administrasi selanjutnya. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Penelitian kuantitatif  yaitu penelitian 

yang digunakan dengan model matematik, statistik, atau computer. Dengan analisis geospasial, 

penelitian dapat melakukan pengecekan error topologi dengan menggunakan software ArcGIS 

yang dimana terdapat tools validasi topology melalui bermacam macam rules titik (point), garis 

(polyline) dan area (polygon) untuk mengidentifikasi kesalahan yang terdapat pada data. 

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari tim 

PPIDS UNP berupa delineasi batas administrasi dan data sekunder tersebut digunakan 

sebagai bahan referensi berupa penulisan tesis dan jurnal. 

Pengolahan dilakukan secara spasial, dimana data diolah dengan menggunakan software 

ArcGIS 10.8. Analisis geospasial, peneliti dapat melakukan pengecekan error topologi dengan 

menggunakan tools cek topology melalui bermacam macam rules titik (point), garis (polyline) dan 

area (polygon). 

Untuk memenuhi aturan tersebut, perbaikan dilakukan dengan digitasi bagian yang 

ditemukan error. Misalnya pada bagian tumpang tindih (overlap) salah satu datanya harus 

dikurangi, pada bagian data terputus di tengah garis harus digabung (merge), pada data 

berpotongan harus dibagi (split), data yang objeknya direpsentasikan dalam satu record dapat 

di explode dan bagian data undershoot dan overshoot dapat dilakukan extend, trim dan snap. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum 

Wilayah penelitian terletak pada Nagari Lalang Panjang Inderapura, Nagari Inderapura 

Utara, Nagari Tanah Bakali Inderapura, dan Nagari Palokan Inderapura di Kecamatan 

Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan dengan letak koordinat 1°59'59" - 1°58'16" Lintang 

Selatan, 100°58'14"- 100°56'41" Bujur Timur. 

 

Gambar.1 Peta Lokasi penelitian 

2. Hasil Penelitian 

 Topologi pada dasarnya memuat aturan-aturan yang harus dipenuhi agar kualitas data 

spasial yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Banyak aturan topologi 

yang dapat diterapkan pada fitur di geodatabase. Geodatabase yang dirancang dengan baik 

akan memiliki aturan topologi yang menentukan  hubungan spasial yang diperlukan. 

 

 

a. Topology Polyline 

Pengecekan dan perbaikan topologi dilaksanakan dengan tujuan untuk menghilangkan 

kesalahan topologi dari polyline. Adapun aturan topologi yang digunakan sebagai berikut:  

1) Must Not Overlap.  

2) Must Not Self-Overlap  

3) Must Not Self-Intersect  
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4) Must Not Have Dangels 

5) Must Be Single Part 

Hasil validasi topologi polyline dengan menggunakan 5 rules, terdeteksi 2 rule yang dimana 

rule Must Not Overlap dan Must Not Have Dangels. Terdapat 6 kesalahan pada rule Must Not 

Overlap dan 1 kesalahan pada aturan Must Not Have Dangels.  

 

Gambar.2 Hasil rule Must Not Overlap 

 

Gambar.3 Hasil rule Must Not Have Dangels 

b. Topology Polygon 

Pengecekan dan perbaikan topologi dilaksanakan dengan tujuan untuk menghilangkan 

kesalahan topologi dari polygon. Adapun aturan topologi yang digunakan sebagai berikut: 

1) Must Not Overlap 

2) Must Not Have Gaps 
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Hasil dari pengecekan topologi polygon yaitu pada aturan Must Not Overlap 

terdeteksi 0 kesalahan dan terdapat 1 kesalahan pada aturan Must Not Have Gaps 

dengan adanya kesalahan yang terdeteksi pada Error Inspector. Dari 1 kesalahan yang 

merupakan batas terluar dari suatu rangkaian objek, yang memang di dalam sistem 

aturan terdeteksi sebagai kesalahan dan 1 error tersebut merupakan area yang tidak 

dikerjakan dalam delineasi batas wilayah administrasi sehingga kesalahan tersebut 

dianggap sebagai pengecualian (exception). 

 

Gambar.4 Hasil rule Must Not Have Gaps 

c. Topology Point 

Pengecekan dan perbaikan topologi dilaksanakan dengan tujuan untuk menghilangkan 

kesalahan topologi dari point. Adapun aturan topologi yang digunakan sebagai berikut: 

1) Must Be Covered By Line 

2) Must Be Disjoint 

Hasil dari validasi topology point dengan menggunakan 2 rule, terdeteksi 10 kesalahan pada 

aturan Must Be Covered By Line, dimana 8 kesalahan yang dikecualikan, karena merupakan 

PABU dan dimana PABU tersebut berada di luar polyline dan Must Be Disjoint terdapat 41 

kesalahan.  
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Gambar.5 Hasil rule Must Be Covered By Line 

 

Gambar 6 Hasil rule Must Be Disjoint 

3. Pembahasan 

a. Fungsi Validasi Topologi 

Berikut merupakan fungsi dari validasi topologi : 

1) Untuk menganalisis dan memperbaiki kesalahan (error) serta menjaga kualitas dari 

data spasial. 

2) Untuk mengidentifikasi secara otomatis kesalahan (error) yang sulit untuk dideteksi 

secara manual. 

3) Untuk menghemat waktu yang diperlukan untuk memeriksa secara manual dengan 

detail. 
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b. Validasi Topologi Dalam Penentuan Batas Wilayah Administrasi 

Berikut adalah beberapa alasan mengapa validasi topologi penting dalam penentuan batas 

wilayah administrasi : 

1) Topologi memastikan bahwa batas administrasi yang digunakan sesuai dengan data 

referensi. 

2) Validasi topology membantu menjaga konsisten antar data yang terkait dengan 

wilayah administrasi. 

3) Dengan menggunakan validasi topologi dapat menghemat waktu dalam memeriksa 

data secara manual. 

4) Ketika batas administrasi mengalami perubahan dengan adanya pemekaran wilayah, 

validasi topology dapat memastikan bahwa data yang diperbarui sesuai dengan 

perubahan dan menjaga kualitas data tersebut. 

5) Validasi topologi dapat mencegah terjadinya overlap, gaps, undershoot dan overshoot yang 

dapat ketidakjelasan dalam penentuan batas administrasi 

6) Dengan menggunakan validasi topologi, penentuan batas wilayah administrasi 

dapat lebih terkelola, akurat yang sesuai dengan standar dan syarat yang berlaku. 

  

KESIMPULAN 

Topologi digunakan untuk memodelkan suatu spasial antara feature class pada dataset. 

Topologi pada GIS didefinisikan sebagai user sesuai dengan karakteristik data garis, area dan 

titik. Fungsi dari validasi topologi untuk menganalisis dan memperbaiki kesalahan (error) serta 

menjaga kualitas dan integritas dari data spasial yang di hasilkan.  

Validasi topologi digunakan dalam penentuan batas wilayah administrasi karena dengan 

menggunakan validasi topologi, penentuan batas wilayah administrasi menjadi lebih terkelola, 

akurat, dan sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku. Hal ini mendukung tujuan 

efisiensi, integritas, dan kepercayaan dalam pengelolaan data administrasi di berbagai 

tingkatan pemerintahan. 

Pengecekan topologi polyline dengan kesalahan yang terdeteksi pada 2 rules yaitu Must Not 

Overlap dengan 6 kesalahan, dan Must Not Have Dangels dengan 1 kesalahan. Validasi topologi 

polygon tidak terdapat kesalahan hanya saja terdeteksi di luar area maka dilakukan 

pengecualian. Validasi topology titik dengan kesalahan pada 2 rules yaitu Point Must Be Covered 
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By Line dengan 10  kesalahan dan 8 kesalahan dikecualikan karena PABU, sedangkan  Must 

Be Disjoint dengan 41 kesalahan. 
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